BUPATI TELUK BINTUNI

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR
14 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

Menimbang

KABUPATEN TELUK BINTUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TELUK BINTUNI,

bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dan pasal 6 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi
Pemerintah Pada Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan
kepala daerah dan/atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual,
Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak
sesuai maka perlu dilakukan Perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Teluk
Bintuni tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Teluk

Bintuni;



Mengingat

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat di Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Propinsi Irian barat (Lembaran Negar, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 114);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun
2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tetang
Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1752);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor
57);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor
57).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK

BINTUNI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN  TELUK
BINTUNI

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Akuntasi perlu dilakukan perubahan karena terbitnnya Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta diberlakukannya Undang-undang Nomor

23 Tahun 2015. Perubahan tersebut antara lain:

1.

Ketentuan dalam BAB |, Pasal 1 angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 angka 24
berbunyi sebagai berikut “Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Ketentuan dalam BAB Il - KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 diubah, sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut “Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka
Ketentuan-ketentuan pada Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 14 Tahun 2015
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 Nomor 174) yang mengalami perubahan
dinyatakan tidak berlaku”

Ketentuan dalam BAB Il - KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 diubah, sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut “Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun
Anggaran Peraturan Bupati ini ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ketentuan dalam Lampiran | — Sistem Akuntansi SKPD dirubah menjadi Lampiran
I — Sistem Akuntansi OPD, sehingga isi Lampiran | — Sistem Akuntansi OPD
seperti tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran Il — Bagan Akun Standar (BAS) dirubah sehingga isi
Lampiran Il — Bagan Akun Standar (BAS) seperti tercantum pada lampiran

Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Anggaran Peraturan Bupati ini

ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni.
Pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI TELUK BINTUNI,

TTD

PETRUS KASIHIW

Diundangkan di Teluk Bintuni
Pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

TTD

GUSTAF MANUPUTTY
BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2017 NOMOR 280
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